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1. TUJUAN
SOP ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan hubungan yang efektif dan strategis antara Universitas Winaya Mukti dengan pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas secara berkelanjutan, selaras dengan standar mutu ISO 9001:2015.
2. CAKUPAN
Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi hubungan Universitas Winaya Mukti dengan entitas pemerintah (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah) dan pemangku kepentingan eksternal lainnya (industri, masyarakat, organisasi non-pemerintah, alumni, media) yang berdampak pada reputasi, pendanaan, pengembangan program, dan pencapaian tujuan strategis universitas. Cakupan ini dimulai dari inisiasi kontak hingga pelaporan dan tindak lanjut.
3. DEFINISI
· Pemerintah: Institusi atau lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah yang memiliki kewenangan dalam pembuatan kebijakan, regulasi, dan pemberian izin yang relevan dengan operasional universitas.
· Stakeholder: Pihak-pihak di luar universitas yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan dan kebijakan universitas, meliputi industri, asosiasi profesi, masyarakat, media massa, donor, alumni, dan lain-lain.
· MoU (Memorandum of Understanding): Nota Kesepahaman atau dokumen pendahuluan yang menyatakan niat untuk melakukan kerjasama antara universitas dengan pihak lain, belum bersifat mengikat secara hukum.
· PKS (Perjanjian Kerja Sama): Dokumen resmi yang mengikat secara hukum, detailing hak, kewajiban, dan ruang lingkup kerjasama antara universitas dengan pihak lain.
· Rektor: Pimpinan tertinggi Universitas Winaya Mukti yang bertanggung jawab atas seluruh operasional dan pencapaian tujuan strategis universitas.





4. RINCIAN PROSEDUR
	No.
	KEGIATAN
	TANGGUNG JAWAB

	5.1
	Identifikasi dan Pemetaan Pemerintah & Stakeholder: Rektor/Wakil Rektor terkait menginisiasi proses identifikasi dan pemetaan pihak-pihak pemerintah dan stakeholder yang relevan dengan visi, misi, dan program strategis universitas. Hal ini mencakup potensi kerjasama, pengaruh, dan kepentingan masing-masing pihak.
	Kepala Rektor, Wakil Rektor Bidang Kerjasama

	5.2
	Analisis Kebutuhan & Ekspektasi: Melakukan analisis terhadap kebutuhan dan ekspektasi dari pemerintah dan stakeholder yang teridentifikasi, serta potensi kontribusi universitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil analisis didokumentasikan.
	Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kepala Biro Kerjasama

	5.3
	Penyusunan Strategi Engagement: Rektor/Wakil Rektor bersama unit terkait menyusun strategi engagement yang terarah, mencakup tujuan komunikasi, pesan kunci, saluran komunikasi, dan jadwal pertemuan atau inisiatif khusus untuk setiap kelompok pemerintah/stakeholder.
	Kepala Rektor, Wakil Rektor Bidang Kerjasama

	5.4
	Perencanaan Pertemuan/Acara: Menentukan format, agenda, peserta, materi presentasi, dan logistik yang diperlukan untuk setiap pertemuan atau acara engagement. Verifikasi ketersediaan dan kesiapan semua pihak terkait.
	Kepala Biro Kerjasama, Staf Hubungan Eksternal

	5.5
	Pelaksanaan Komunikasi & Pertemuan: Melaksanakan pertemuan, audiensi, atau acara engagement sesuai dengan rencana. Memastikan komunikasi berjalan efektif, mendengarkan masukan, dan menyampaikan informasi kunci dari universitas.
	Kepala Rektor, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Tim Pelaksana

	5.6
	Dokumentasi Hasil Pertemuan: Mendokumentasikan secara lengkap hasil-hasil pertemuan, termasuk notulensi, daftar hadir, foto, poin-poin kesepakatan, dan tindak lanjut yang disepakati.
	Staf Hubungan Eksternal, Sekretaris Rektor

	5.7
	Penyusunan Draf Kerjasama (MoU/PKS): Berdasarkan kesepakatan, menyusun draf MoU atau PKS yang memuat tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, mekanisme penyelesaian sengketa, serta klausul relevan lainnya.
	Kepala Biro Kerjasama, Tim Hukum Universitas

	5.8
	Review dan Finalisasi Dokumen Kerjasama: Melakukan review internal dan eksternal terhadap draf MoU/PKS untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan universitas, peraturan perundang-undangan, dan kesepakatan para pihak. Melakukan revisi hingga final.
	Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Tim Hukum Universitas

	5.9
	Penandatanganan Dokumen Kerjasama: Mengorganisir acara penandatanganan MoU/PKS oleh Rektor dan perwakilan pihak pemerintah/stakeholder. Memastikan semua prosedur administrasi penandatanganan terpenuhi.
	Kepala Rektor, Kepala Biro Kerjasama

	5.10
	Diseminasi dan Implementasi Kerjasama: Mendistribusikan salinan dokumen kerjasama kepada unit terkait di universitas dan memastikan implementasi program/kegiatan sesuai dengan yang disepakati.
	Kepala Biro Kerjasama, Unit Pelaksana Program

	5.11
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kerjasama: Melakukan monitoring berkala terhadap progres implementasi kerjasama dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan. Mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan.
	Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kepala Biro Kerjasama, Unit Pelaksana Program

	5.12
	Pelaporan dan Tindak Lanjut: Menyusun laporan periodik mengenai status hubungan dengan pemerintah dan stakeholder, serta hasil-hasil kerjasama kepada Rektor dan Senat Universitas. Merumuskan tindak lanjut yang diperlukan.
	Kepala Biro Kerjasama, Wakil Rektor Bidang Kerjasama

	5.13
	Penanganan Isu dan Konflik: Mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi dan menangani potensi isu atau konflik yang mungkin timbul dalam hubungan dengan pemerintah atau stakeholder secara proaktif dan konstruktif.
	Kepala Rektor, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Tim Hukum Universitas

	5.14
	Pembaharuan Data dan Hubungan: Secara berkala memperbarui data kontak pemerintah dan stakeholder, serta mengevaluasi kembali strategi engagement untuk memastikan relevansi dan efektivitas hubungan jangka panjang.
	Kepala Biro Kerjasama, Staf Hubungan Eksternal
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	↓

		Identifikasi & Pemetaan Pemerintah/Stakeholder
PJ: Kepala Rektor, WR Bidang Kerjasama 




	↓

		Analisis Kebutuhan & Penyusunan Strategi Engagement
PJ: WR Bidang Kerjasama, Kepala Biro Kerjasama 




	↓

		Perencanaan & Pelaksanaan Komunikasi/Pertemuan
PJ: Kepala Biro Kerjasama, Staf Hubungan Eksternal 




	↓

		Dokumentasi Hasil & Penyusunan Draf Kerjasama
PJ: Staf Hubungan Eksternal, Kepala Biro Kerjasama 




	↓

		Review, Finalisasi & Penandatanganan Dokumen
PJ: WR Bidang Kerjasama, Tim Hukum Universitas, Kepala Rektor 




	↓

		Diseminasi, Implementasi & Monitoring Kerjasama
PJ: Kepala Biro Kerjasama, Unit Pelaksana Program 




	↓

		Evaluasi & Pelaporan Kinerja Hubungan
PJ: WR Bidang Kerjasama, Kepala Biro Kerjasama 




	↓

		Tindak Lanjut & Pembaharuan Data
PJ: Kepala Biro Kerjasama 




	↓

		END





5. KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS)
· Jumlah MoU/PKS yang ditandatangani per tahun
· Tingkat kepuasan stakeholder terhadap kerjasama (skala 1-5)
· Persentase program kerjasama yang terlaksana sesuai target
· Jumlah inisiatif atau kebijakan pemerintah yang melibatkan Universitas
· Waktu rata-rata penanganan isu/konflik dengan stakeholder

FORMULIR SOP Hubungan Pemerintah & Stakeholder
Universitas Winaya Mukti
FORMULIR PENDAHULUAN IDENTIFIKASI PEMERINTAH & STAKEHOLDER
	Tanggal Identifikasi
	 

	Nama Lembaga/Instansi
	 

	Kategori (Pemerintah/Industri/Komunitas/Alumni/Media/Lainnya)
	 

	Kontak Utama (Nama, Jabatan)
	 

	Email Kontak Utama
	 

	No. Telepon Kontak Utama
	 

	Alamat Kantor/Organisasi
	 

	Relevansi dengan Universitas (Contoh: Potensi Kerjasama Penelitian, Pendidikan, Pengabdian, Kebijakan)
	 

	Potensi Bentuk Kerjasama
	 

	Catatan Khusus / Informasi Latar Belakang
	 


CHECKLIST PERENCANAAN DAN LOGISTIK ENGAGEMENT/PERTEMUAN
	Nomor Referensi Engagement
	 

	Nama Stakeholder/Pemerintah
	 

	Tanggal Rencana Pertemuan
	 

	Waktu Rencana Pertemuan
	 

	Lokasi Pertemuan
	 

	Tujuan Pertemuan
	 

	Agenda Pertemuan (Lampirkan detail agenda)
	 

	Daftar Hadir Pihak Universitas (Nama, Jabatan)
	 

	Daftar Hadir Pihak Stakeholder/Pemerintah (Nama, Jabatan)
	 

	Kebutuhan Logistik Ruangan (Ya/Tidak/N/A)
	 

	Kebutuhan Peralatan Presentasi (Proyektor, Layar, Mic) (Ya/Tidak/N/A)
	 

	Kebutuhan Konsumsi (Ya/Tidak/N/A)
	 

	Materi Presentasi/Diskusi (Sudah Siap/Belum)
	 

	Catatan Persiapan Tambahan
	 


CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN KERJASAMA (MOU/PKS)
	Nomor Dokumen Kerjasama
	 

	Judul Kerjasama
	 

	Tanggal Draf Dibuat
	 

	Tanggal Penandatanganan (Rencana/Aktual)
	 

	Pihak Pertama (Universitas Winaya Mukti)
	 

	Pihak Kedua (Nama Lembaga/Instansi)
	 

	Klausul Tujuan Kerjasama (Ada/Tidak)
	 

	Klausul Ruang Lingkup Kerjasama (Ada/Tidak)
	 

	Klausul Hak dan Kewajiban Para Pihak (Ada/Tidak)
	 

	Klausul Jangka Waktu Kerjasama (Ada/Tidak)
	 

	Klausul Mekanisme Perpanjangan/Pengakhiran (Ada/Tidak)
	 

	Klausul Penyelesaian Sengketa (Ada/Tidak)
	 

	Tanda Tangan Lengkap Para Pihak (Ada/Tidak)
	 

	Stempel Resmi Para Pihak (Ada/Tidak)
	 

	Dokumen Pendukung/Lampiran (Ada/Tidak)
	 

	Status Dokumen (Draf/Final/Ditandatangani)
	 


FORMULIR VERIFIKASI & EVALUASI HUBUNGAN/KERJASAMA STAKEHOLDER
	Tanggal Evaluasi
	 

	Nama Stakeholder/Pemerintah
	 

	Nomor Kerjasama (Jika ada)
	 

	Periode Evaluasi
	 

	Hasil Utama Kerjasama/Hubungan (Deskripsi Singkat)
	 

	Indikator Keberhasilan Tercapai (Ya/Tidak/Sebagian)
	 

	Tingkat Kepuasan Stakeholder (Skala 1-5, 5=Sangat Puas)
	 

	Tantangan/Kendala yang Dihadapi
	 

	Dampak Positif bagi Universitas
	 

	Dampak Negatif bagi Universitas (Jika Ada)
	 

	Rekomendasi Tindak Lanjut
	 

	Penanggung Jawab Evaluasi
	 



	Dibuat Oleh,
	Disetujui Oleh,

		(
	 
	)


KEPALA BIRO KERJASAMA & HUBUNGAN EKSTERNAL
		(
	 
	)


REKTOR
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